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TENTANG
I ZITT OPERASIONAL AEKOLAH

MENENGAH ATAS SMA NEGERI 1 PARAMASAN
JL,TRANS KANDAT.IGATI . BATU LIGIN PARAifiASAN BAYYAH

KECAMATAN PARAMASAN KABUPATEN BANJAR
KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

Mengingat : 1.

Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan
kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi
masyarakat di bidang pendidikan, maka perlu untuk
rnemberkan izin operasional sekolafr;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal ban pelalanan ierpadu
Satu Pintu Provinsi lGlimantan Selatan.

Undang-Unda4g Ngmor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 19S7 antiara lain mengenal
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I lGlimantan
Selatan sehagai {Jndang-tlndang (tembaran Negara
Republik lndonesia Tahun f9S6 Nomor 65. Tambahan
L6tri66f6n Ndgdiri R6publik Indorid6ia- Nomef 't{06);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 2g Tahun ZAM Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor S5B7) sebagaimana telah OiuOan

leperapq_kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan K6Oua ata{ Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
lndoriesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4496);

Pdr.6{urdrt Fertieriritdlt Noffi6r 48 Tdtiun 2009 terifring
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor g1, Tambahan Lembaran
Negara Republik lnOonesia trtornor. 48&l);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 1T Tahun 2010 .tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 2g,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah NomorlT Tahun 2OiO Nomor tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OI0, Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5157);

7. Peraturan 'Pemerintah Nomor 1g Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

8- Pera(uran Menten pendidikan Nasional Nomor s6o,ur2oo2
tentang Pedoman pendirian Sekolah;

9. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 1g rahun
2007 tentang Standar pengelolaan pendidikan;

l0.Peraturan Menteri Pendidikaan Nasional Nomor 49 Tahun
2007 tentang standar pengelolaan pendididkan oleh satuan
Pendidikan Nonformal;

ll.Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 50
2OO7 tentang Standar pengelolaan pendidikan
Pemerinta[r Daer:ah;

l2.Peraturan Menteri pendidikan Nasionat Norner 86
201+ tentang Pedoman pendirian, perubahan
Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan pendidikan;

l3.Peraturan Gubernur lGlimantan selatan Nomor 072 Tahun
2016 . tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
lngsidan Tata Kerja perangkat Daerah provinsi Katimantan
Selatan;

14. Peraturan Gubemur rGrimantan seratan Nomor
188.44la81aKuU2017 Tahun 2017 tentang perimpahan
Kewenangan (DELEGAST) perayanan periziian dan Non
Perizinan kepada Dinas penanaman Modar.dan perayanan
terpadu Satu Pintu provinsi Kalimantan Selatan;

lS.Peraturan Gubernur lGlimantan selatan Nomor 04g rahun
?A17. . tentang prosedur pendirian, penggabungan,
Perubahan dan penutupan satuan pendidkan-iltenenlan
dan Pendidikan Khusus;

l6.Peraturan Daerah provinsi Kalimantan selatan Nomor 3Tahun 2017 tentang penyerenggaraan pendidikan
(Lembaran Daerah provinsi tGrimantan seratan tanun zotz
Nomor 3).

1. Prosedur Pendirian, penggabungan, perubahan, dan
Penutupan satuan pendidikan Menengah dan pendidikan
Khusus; .1

2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
188.44l053otKUMlz01T tentang penetapan penJirian
sekolah Menengah Atas Negeri 1 paramasan Kabu[aten
Banjar.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

Memberikan lzin Operasionalsekolah Menengah Atas (SMA)

Kepada : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PARAMASAN

Alamat : Jl. Trans lGndangan - Batulicin, Desa paramasan Bawah,

Kec. Paramasan, l(ab. Banjar, Kalimantan Selatan.

sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru, ataupun siswa
Pindahan harus berdasarkan prosedur, peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.

sekolah dalam memberikan Layanan pendidikan harus berdasarkan
tuntunan kurikulum dan per:aturan dan perundang-undangan yang

berlaku.

segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan kepada SMA NEGERI 1 PARAMASAN
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan-

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. -

Ditetapkan di Banjarbaru,

Pada tanggal 09 Januari 2018

KEPAIA DINAS PENAMMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

MP.
Muda

NlP. 19620513 198903 1 011
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Tembusan:

1. Gubemur Kalimantan Selatan dI-BANJARBARU
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan ProvinsiKalimantan Setatran dI-BANJARMASIN
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjar di-MARTApuRA
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